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ABSTRACT
Problem Statment/Background (GAP): Acceptance of Candidates for Civil Servants (CPNS) is the recruitment of applicants, job seekers to get opportunities to contribute as ASN in a government agency. Acceptance of CPNS aims to obtain superior human resources in terms of abilities that are competent in their performance in their fields.
Purpose: This study aims to see the effectiveness of employee performance in accepting CPNS at the Regional Personnel and Human Resources Development Agency (BKDPSDM) of Tambrauw Regency. The Method : used is descriptive qualitative. In the data collection technique, the author uses observations and interviews related to the implementation of CPNS acceptance carried out by BKDPSDM. The data obtained is then analyzed qualitatively by examining in detail all the data that has been obtained and supported by interviews with the Stress theory approach which puts forward that effectiveness can be seen from three indicators, namely novelty, goal-oriented.
Result : The author obtained the results of research findings in the field concluding that the implementation of CPNS acceptance carried out by the BKDPSDM Tambrauw Regency had not been effective because in its implementation there were obstacles in the regulation of the formation of the Menpan RB. Conclusion/Sugegestion: problems in the CPNS acceptance process and the recruitment process for CPNS appointments due to delays. in the issuance of Employee Identification Numbers and CPNS Work Letters but this has been effective due to the decision of the Minister of Empowerment of Bureaucratic Reform No. 581 and the announcement of the regent No. 800
Keywords: Effectiveness, CPNS Acceptance, and Regulation.








ABSTRAK
[image: ]Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan rekrutmen pelamaran, pencari kerja untuk mendapatkan peluang untuk berkontribusi sebagai ASN di dalam suatu instansi pemerintah. Penerimaan CPNS bertujuan untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia Yang unggul dari segi kemampuan yang berkompeten dalam kinerjanya di bidangnya.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas kinerja pegawai dalam penerimaan CPNS di Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kabupaten Tambrauw. Metode: Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan observasi dan wawancara terkait pelaksanaan penerimaan CPNS yang dilaksanakan oleh BKDPSDM. Data yang didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah secara mendetail seluruh data yang telah didapatkan beserta didukung dari wawancara dengan pendekatan teori Strees yang mengedepankan bahwa efektivitas dapoat dilihat daritiga indikator yaitu hal-hal baru, berorientasi tujuan.
Hasil/Temuan: Penulis mendapatkan hasil temuan penelitian di lapangan menyimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS yang dilaksanakan oleh BKDPSDM Kabupaten Tambrauw sudah melaksanakan penerimaan belum efektiv karena dalam pelaksanaan nya mendapatkan kendala dalam regulasi penyusunan formasi dari Menpan RB. Kesimpulan dan Saran: sehingga menghasilkan masalah dalam proses penerimaan CPNS dan proses perekrutan pengangkatan CPNS karena keterlabatan dalam penerbitan Nomor Indik Pegawai dan Surat Kerja CPNS namun hal ini sudah efektiv oleh sebab adanya keputusan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi No 581 dan pengumuman bupati No 800
Kata Kunci : Efektivitas, Penerimaan CPNS, dan Regulasi.




1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
[image: ]Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 19 Tahun 2018 bagian kedua tentang Bidang Pengadaan Dan Pengembangan Karier pasal 11 menyebutkan bidang pengadaan dan pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan informasi menajemen kepegawaian, Pasal 13 tentang subbidang pengadaan dan kepangkatan mempunyai tugas:
Tugas yang diatur Peraturan Bupati diatas menjelaskan tentang peran subbidang pengadaan dan kepangkatan dalam hal ini, sebagai admiistrator dalam perkrutan CPNS di daerah.
Perekrutan ASN merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan dimana pelaksanaanya dijalankan oleh administrator/birokrat di Badan Kepegawaian Daerah hal ini sering berkaitan dengan kegiatan yang mengatur tentang pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan, agar pencapaian akhir sesuai dengan yang telah ditetapkan sehingga program dapat efektif.
Proses perekrutan sendiri penting bagi seorang pelamar yang memiliki motivasi kerja, dalam pelaksanaan kegiataan perekrutan para peserta memiliki tahapan penilaian dalam tahapan tes yang diatur dari Administrasi Kepegawaian, pada dasarnya administrasi kepegawaian negara (publick personal administration) merupakan salah satu cabang dari administrasi negara yang membahas secara khusus mengenai persoalan pegawai negara dan atau pegawai negeri sipil atau disingkat dengan PNS.
Jenis pelayanan administrasi kepegawaian daerah adalah cara melaksanakan tugas penyelengaraan urusan internal kepegawaian dalam Perekrutan ASN seringkali memiliki banyak kendala karena sistem pelayanan dari administrator yang kurang maksimal (kurang efektif), hal tersebut memiliki dampak yang sangat besar bagi kinerjanya di penyelenggaraan Sebagai pelaku organisasi, yang dimana memiliki struktur dalam memainkan gaya birokratis dalam kepemimipinan pemerintah untuk menjalani siklus dimana bawahan dan masyarakat dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya , spesialisnya tugas yang terkhusus , kerja yang ketat pada aturan (rule), sehingga guna ASN sebagai alat administrator dapat menunjang organisasi berjalan sesuai ketetapan atau efektif.




1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil
[image: ]Perekrutan di daerah, BKDPSDM yang mempunyai peran penting melaksanakan penyelengaraan rekrutmen yang menggunanakan proses CAT (computer assited test) tes ini pada umumnya dilaksanakan secara online, proses ini adalah salah satu tahap dalam perekrutan CPNS di kantor BKD Kabupaten Tambrauw, tetapi belum maksimal karena sistem rekrutmen di papua di pengaruhi sistem legalitas desentralisasi/daerah otonom (istimewa) sehingga tidak efektif dan menjadi masalah dalam pelayanan administrasi Kepegawaian.
Perekrutan ASN merupakan ungkapan penyelenggaraan pemerintah mencapai tujuan nasional dalam aspek pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini negara indonesia sebagai negara demokrasi berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan asas desentralisasi sebagai sistem pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menyeleggarakan pemerintahan sendiri.
Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki sistem desentralisasi, hal tersebut memiliki dampak bagi penguasaan dalam mengambil setiap keputusan, kepala daerah yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi sehingga sistem perekrutan ASN yang diadakan memiliki sifat khusus karena beberapa indikator pendukung, salah satunya mempertimbangkan sumber daya manusia (OAP) di Papua dan Papua Barat yang masih belum unggul.
Sebagai organisasi penyelnggaraan pemerintah urusan administrasi pemerintahan badan kepegawaian menjadi organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia dan percepatan indeks dalam konteks pertumbuhan pembangunan manusia, Pentingnya kontribusi badan kepegawaian daerah agar menjadikan SDM yang unggul serta kreatif, inovatif dalam tugas Administrasi BKD.
Faktor untuk mencapai keharmonisan keseimbangan pelayanan dalam suatu kegiatan penyelenggaraan, seorang administrator bekerjasama untuk menjalankan tugas dari penyelenggaraan untuk mencapai ketetapan yang sudah menjadi prioritas badan organisasi. Sistem organisasi mempunyai beberapa unsur yang menunjang terhadap penyelenggaraan yang terjadi di organisasi, salah satu unsur adalah administrasi. Administrasi sering kali dikaitkan dengan beberapa masalah salah satunya mengenai pengembangan sumber daya manusia.




Efektivitas kinerja di instansi pemerintahan badan kepegawaian daerah, Sebagai alat mengetahui pengukuran kinerja untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, jika penilaian kinerja terhadap birokrasi tidak sesuai harapan maka dampaknya akan terlihat pada penyelengaraannya di lapangan. ASN sebagai birokrat atau administrator yang bertanggung jawab yang mengemban tugas sebagai pelaksanaan administrasi itu sendiri.
[image: ]Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan		Kabupaten Tambrauw, yang sedang menjalani masalah pertumbuhan dari aspek pembangunan manusia, Kepala daerah dalam hal ini Bupati mengambil keputusan terkait penerimaan CPNS dan aparatur sipil negara yang mengurus terkait penerimaan CPNS sebagai perpanjangan tangan dari Bupati, melanjutkan mandat dari bupati dimana mandate tersebut ber-isikan tentang mengutakan putra-putri asli tambrauw yang harus mendapatkan posisi terkait kelulusan CPNS, hal ini adalah salah satu cara yang dipakai Bupati sebagai upaya pengembangan agar pembangunan manusia dapat meningkat di Kabupaten Tambrauw karena melihat bahwa indeks pertumbuhan manusia masih jauh beda dari beberapa kabupaten dan kota di provinsi papua barat sehingga tidak efektiv dan efisien, proses penerimaan CPNS di sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Badan Kepegawaian		Daerah dan Pengembangan Sumber daya manusia merupakan		unsur	pendukung		tugas	Bupati	dibidang		Kepegawaian Pengembangan sumber daya manusia dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretariat	daerah,	badan	ini	sendiri,		memiliki		tugas	melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
Sehigga Rekrutmen ASN menjadi suatu program yang dijalankan Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku badan pusat yang mengurus administrasi di daerah terkait kegiatan rekrutmen ASN meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan pegawai, menganalisis jabatan, mengurus formasi dan pengadaan pegawai, belum dapat menerima kebijakan dari Bupati tambrauw karena berkesan kebijakan ini bersifat interpretasi karena dalam hal ini BKN yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hasil akhir tetapi dari Bupati




memiliki kebijakan sendiri terkait penetapan nama-nama yang lulus tes CPNS akhirnya terjadi miskoordinasi pusat dan daerah.
[image: ]Perekrutan ASN membutuhkan administrasi dalam prosesnya tetapi dalam pelaksanaan administrasi dibidang perekrutan sebelum menjadi seorang yang dikatakan PNS/ASN seseorang harus menjalani proses perekrutan yang sudah ditetapkan dari badan kepegawaian Negara.biasanya hal tersebut mengalami kendala dikarenakan terjadi ketidak seleralasan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. hal ini menjadi tanggung jawab lembaga/ yang mengurusi kegiatan ini dan yang menetapkan jumlah yang ditentukan sehingga mengakibatkan instansi pemerintah pusat yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (menpan).
Dalam rekrutmen CPNS di daerah papua terkhususnya Kabupaten Tambrauw dapat diakatakan, setiap halnya yang bersangkutan dengan desentralisasi daerah mengakibatkan kemudahan untuk mengurus segala sesuatu dengan mudah sehingga dalam konteks rekrutmen CPNS warga asli yang diprioritaskan, oleh karena semua kebijakan ini, adalah pengambilan keputusan dari kepala daerah masing-masing yang mempunyai otoritas dalam hal ini. Penyelenggaran tersebut mewarnai adanya drama dalam pelaksanaannya, pada saat rekrutmen lebih mengutamakan orang asli setempat dari pada mengukur dulu potensi yang dimiliki para peserta tes lainnya dalam hal ini, yang bukan orang asli setempat tanpa melihat sumber daya manusia yang unggul
Perspektif saya, melihat bahwa pelaksanaan tes CPNS di kabupaten tambrauw dalam kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah ini, masih dalam masalah administrasi tidak memiliki komunikasi, relasi, dan koordinasi yang baik antara instansi pusat dan daerah karena pada tahun 2018 terjadi pelaksanaan tes CPNS belum memenuhi ketentuan standar pelaksanaan tes cpns yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 pasal
2 ayat 1 bahwa pengadaan pegawai neger sipil dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan atau seleksi, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahwa pelaksanaa tes CPNS masih memiiki kekurangan dalam memanajemen, peserta yang dinyatakan lulus dalam konteks non OAP, pada kenyataanya peserta yang memiliki nama dalam perengkingan tes CPNS, tidak dinyatakan lulus, dari kebijakan Bupati.




[image: ]Dasar tujuan orgaisasi diciptakan agar memiliki keselarasan dalam asas tujuan bersama yang ditetapkan, dalam konteks keadilan bersama namun, dampak dari kebijakan ini Para peserta yang sudah dinyatakan lulus adminstrasi berkas dan lulus sesuai penetapan kebijakan yang dibuat Bupati mempunyai masalah terhadap kelulusan mereka, yang lulus mempunyai masalah penerbitan NIP dan SKCPNS, karena pernyataan yang diungkapkan Pejabat BKN, belum bisa dilakukan Penerbitan karena Pemerintah Daerah belum ada komunikasi yang baik dengan Pusat untuk mengganti nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sesuai ketentuan seleksi tes CPNS dari BKN, kebijakan pelayanan ini dianggap tidak relevan pejabat BKN menganggap kurang tepat sasaran karena berdampak terhadap para peserta seleksi CPNS. pejabat BKN menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan masalah internal ini di daerah, dalam hal ini kepala daerah yang mempunyai wewenang.
DALAM PENERBITAN NIP DAN SK CPNS DI BKDPSDM KABUPATEN Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik melakukan pengkajian pelaksanaan perekrutan CPNS dalam penerbitan dan perekrutan di BKDPSDM Kabupaten Tambrauw pada tahun 2018 dengan judul penelitian “EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI TAMBRAUW PROVINSI PAPUA BARAT”.

1.3 Penelitian Terdahulu
Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks efektivitas kinerja pegawai. Adapun referensi yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Faeda (2014) dengan judul : Peranan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pejabat Struktural ( Suatu Studidi Kantor Badan Kepegawaian Daerahkabupaten Halmahera Selatan) membahas Hasil penelitian memaparkan bahwa pelaksanaan rekrutmen jabatan struktural belum secara baik mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 dan juga kurang memperhitungkan background pendidikan, pelaksanaannya masih dituntut agar konsisten, obyektif, transparan dalam melaksanakan perekrutan.
2. Kadarisman (2019) dengan judul : Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok. Membahas Pemerintah kota depok pada kenyataannya dapat




dikatakan sudah lumayan efektiv karena Pemerintah Kota depok menekan dalam hal.
3. [image: ]Harahap (2020) dengan judul : Efektivitas Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Toba. Hasil pembahasan terkait Pencapaian tujuan dari BKD dapat dikatakan efektif karena dalam penempatan ASN yang mengacu pada metode rekrutmen baru yaitu CAT sehingga memperoleh ASN yang memiliki kemampuan dalam bidangnya dan BKD selaku fasilitator sudah mampu mengacu pada metode rekrutmen yang baru, serta BKD mampu melihat perkembangan dalam siklus kinerja yang berubah sesuai jaman.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Berdasarkan penelitian penulis yang berjudul : “Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Penerbitan Nomor Induk Pegawai Dan Surat Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil Di BKDPSDM di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat” melakukan pembaharan dari penelitian diatas dengan berbeda objek penelitian dan lokasi penelitian di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat. Efektivitas penelitian ini berpedoman pada teori Tjokroamidjojo (1983:3)dalamSumantri(2016),mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil.


1.5 Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja pegawai dalam penerbitan Nomor Induk Pegawai dan Surat Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil di BKDPSDM.

2. METODE
Penulis melakukan penelitian mengenai Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Penerbitan Nomor Induk Pegawai Dan Surat Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil Di (Bkdpsdm) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara yaitu :




Observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yakni : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 [image: ]Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Penerbitan Skcpns Dan Nip Fomasi CPNS yang diadakan Kemenpan RB adalah sebagai suatu proses perekruran para pencari kerja sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk Mendapatkan pekerjaan tertentu dalam fungsi birokrat Kualita dalam konteks Sumber Daya Manusia calon Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan oleh Proses penerimaan dalam (CAT) yang merupakan proses aktivitas	mencari	dan		menemukan	Sumber	Daya	Manusia		yang berkompeten, Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki motivasi, kemampuan,	keahlian	dan	pengetahuan	yang	diperlukan	dalam melaksanakan tugas jabatannya nanti dalam dunia kerja.
Penerimaan CPNS adalah Kondisi situasi sosial masyarakat dalam mencari lapangan kerja, dapat beberapa jalan mengenai pencari kerja sehinggga penerimaan cpns dapat menjadi jalan keluar sebagai apa yang menjadi lowongan kerja dapat dikatakan kesempatan emas untuk menjadi seorang aparatur sipil negara (ASN) rpenerimaan cpns memiliki beberapa tahapan tes sehingga memebuat para pelamar harus memiliki kesiapan sebelum tes kesiapan ini terdiri dari kompetensi untuk menjawab tes yang diberikan dalam bentuk jawaban yang berada dalam sistem CAT.

3.2 Prosedur Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Upayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw mengambil keputusan untuk masalah penerbitan NIP dan SKCPNS dalam hal ini kepala daerah yang selaku bupati memerintahkan kepala BKD agar membahas dengan pihak	BKN	dan	KEMENPAN	RB	guna	menyelesaikan	masalah penerbitan. pelaksanaan penerimaan tersebut ada beberapa tahapan tes untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan, Pemerintah Tabupaten Tambrauw Badan Kepegawaian Daerah dan Pengmbangan Sumberdaya Manusia sebagai pelaksana yang bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dalam pelayanan penerimaan CPNS. Dlam pelaksanaan adapun yang menjadi tahapan yaitu:




3.3 Perencanaan Kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil
[image: ]Dari BKDPSDM meminta formasi awal dari bkn berjumlah 300 diberikan dari menpan RB untuk kouta pemerintah Kabupaten Tambrauw tetapi terakhir ada penembahan 224 lebih jadinya 524 itu yang perlu ada penjelasan, karena ada keterlambatan informasi yang dibeikan BKN terhadap pemerintah daerah namun proses perekrutannya tetap berjalan sesuai ketentuan khusus nya. BKDPSDM melaksanakan proses perekrutan CPNS nya online menggunakan proses sistem CAT dan pedaftaran administrasi nya juga online.

3.4 Keterlambatan Penerbitan Nip Dan Skcpns
Ada 5 kabupaten di papua barat yang memiliki nasib yang sama seperti pelaksanaan perekrutan CPNS dikarenakan ada perubahan Regulasi dari BKN, dan ada beberapa kabupaten yang sudah membagi formasi OAP dan NON OAP sudah dibagi di awal pelaksanaan perekrutan akhirnya, pada saat hasil seleksi itu keluar yang dinyatakan lolos tes CPNS adalah Non OAP oleh karena itu untuk menghindari pemasalahan yang timbul antar kesenjangan di masyarakat sehingga bupati sebelum mengambil kebijakan bupati mengkonkultasikan kepada gubernur dan dengan para bupati menghadap ke (Kementrian PAN RB) memberikan keputusan terkait kepengurusan masalah ini dibeikan wewenang terhadap BPK atau pembina kepegawaian daerah dalam hal ini bupati masing-masing.
Setelah itu Bupati memutuskan dari Formasi 300 yang sudah tembus bupati merombak dan memasukan OAP sebagian besar disitu setelah diumumkan Panitia seleksi nasional yang didalamnya adalah Kemenpan RB, BKN dan ombudsman, sehingga beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan mendapatkan pantauan langsung dari pengawas penyelenggaraan pelayanan publik Negara,
Dalam pelaksanaannya juga walaupun sudah memakai alur CAT belum memakai sistem passing grade namun hanya mengukurnya dari segi perengkingan berdasarkan perengkingan ini juga para pelamar CPNS khusus nya OAP belum bisa mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga Bupati Tambrauw mempunyai kebijakan secara umum sudah digariskan dari Kemenpan RB terhadap kouta formasi delapan puluh dan dua puluh dimana dalam hal ini 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk NON OAP sehingga OAP diberikan ruang untuk memenuhi kouta formasi yang sudah diberikan karena kalau seandainya disesuaikan sesuai dengan perengkingan OAP belum bisa mencapai karena saingan yang cukup berat dan setelah mensurvei menggunakan nilai perengkingan OAP hanya bisa




memenuhi kouta Formasi di 67 persen, karena dari Formasi Guru dan medis sebagian besar tidak ada OAP yang mengisi Formasi ini, oleh sebab ini kouta sebenarnya yang diberikan secarah keseluruhan 300 berarti 20 persen itu adalah 60 pelamar jadi tidak akan terpenuhi dari jumlah yang diberikan sehingga membuat pelamar CPNS OAP membuat protes terhadap panitia pelaksana CPNS daerah tanpa dasar yang jelas.

3.5 [image: ]Diskusi Temuan Utama Penelitian
Dampak dari kebijakan yang diambil Bupati Para peserta yang sudah dinyatakan lulus adminstrasi berkas dan lulus sesuai penetapan kebijakan yang dibuat Bupati mempunyai masalah terhadap kelulusan mereka, yang lulus mempunyai masalah penerbitan NIP dan SKCPNS, karena pernyataan yang diungkapkan Pejabat BKN, belum bisa dilakukan Penerbitan karena Pemerintah Daerah belum ada komunikasi yang baik dengan Pusat untuk mengganti nama-nama peserta yang dinyatakan lulus sesuai ketentuan seleksi tes CPNS dari BKN, kebijakan pelayanan ini dianggap tidak relevan pejabat BKN menganggap kurang tepat sasaran karena berdampak terhadap para peserta seleksi CPNS.
pejabat BKN menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan masalah internal ini di daerah, dalam hal ini kepala daerah yang mempunyai wewenang, agar mendapatkan penyelesaian masalah yang baik.



4. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Penerbitan Nomor Induk Pegawai Dan Surat Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil Di (Bkdpsdm) sebagai berikut :
1). Proses Pelaksanaan Penerimaan CPNS di (BKDPSDM)
Penerimaan perekrutan CPNS merupakan tahap seleksi dan penyaringan pelamar yang sesuai dengan kualifikasi yang ada pada tuntutan pemerintah daerah ataupun organisasi perangkat daerah. Tahapan penerimaan CPNS tambrauw terdiri dari pengumuman, pendaftaran, penyaringan, dan pengangkatan dan penempatan. Tes yang akademi (SKD) atau Seleksi Kompetensi Dasar saat ini telah menyesuaikan dari sistem manual (LJK) menjadi sistem CAT dan proses akhir kelulusan diambil dari sisem perengkingan, penerimaan ini bersifat memiliki kebijakan khusus dari kepala




[image: ]daerah berdasarkan pengumuman bupati nomor 800 tahun 2019. Dengan metode kebijakan ini rekrutmennya, diharapkan dari pemerintah untuk mampu mendapatkan dan menghasilkan alokasi formasi Kouta yang seimbang dari pelamar OAP 80 % dan Non OAP 20 % berdasarkan hasil yang berkompeten di bagiannya. agar tidak hanya menjadi PNS biasa, tetapi juga mampu mengemukakan pelayanan yang loyal serta respect terhadap Masyrakat. seleksi ini wujud inti untuk penerimaan CPNS.

2.) Faktor Keterlambatan penerbitan NIP dan SK CPNS
Tiga sumber atau indikatornya antara lain yaitu, berorientasi tujuan, hal-hal baru, dan hal-hal belum terjadi bahwa pelaksaan rekrutmen sudah efektif. Ketiga indicator itu yaitu: a. berorientasi Tujuan Dalam hal orientasi tujuan, BKDPSDM selaku pelaksana seleksi penerimaan CPNS di daerah sesuai melaksanakan sebuah tugasnya yaitu melaksanakan penerimaan CPNS. Dari BKDPSDM sebagai fasilitator semua kebutuhan yang menjadi prioritas kebutuhan dari penerimaan CPNS tersebut. Serata BKDPSDM melaksanakan sasaran untuk mendapatkan.
Para pegawai yang sesuai dengan yang sesuaikan Organisasi Perangkat Daerah butuhkan. b.hal-hal baru Selaku fasilisator untuk para calon ASN, BKDPSDM telah menyiapkan semua kebutuhan dari anggota calon ASN. BKDPSDM mendetail secara matang. Dengan adanya kebiajakan yang baru ini juga, BKDPSDM juga telah mensosialisasikan bagaimana maksud dari kebijakan tersebut. c.hal-hal belum terjadi BKDPSDM berkelanjutan mampu untuk melihat perkembangan zaman dan melihat kebutuhan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia sendiri selalu memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan dari indikator pembangunan pemerintahan dari segi sumber daya manusia yang unggul , dan dengan yang lebih baru dan mampu memperbaiki kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Dalam hal penerimaan CPNS ini BKDPSDM TAMBRAUW dan BUPATI telah melukan dengan metode kebijakan Regulasi formasi CPNS dan menggunakan sistem CAT (Computer Assited Test) untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan pengembangan sumber daya manusia Orang Asli Papua.
Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian
Arah Masa Depan Penelitian (future work) : Penulis menyadari masih awalnya penelitian yang dilakukan ini, oleh karena itu saran dari penulis agar




kedepannya dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan objek dan lokasi penelitian yang sama.
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